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Lampiran
Hal : Pengawasan, Pengendalian

Penyelesaian Minutasi dan
; Pemberkasan Perkara

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di—
seluruh Indonesia

Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK terkait Penyelesaian Minutasi,
dengan ini disampaikan SOP penyelesaian minutasi dan pengisian data minutasi pada
SIPP dipedomani sebagaimana terlampir dalam surat ini, dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam
waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi.

2. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam
waktu 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasi.

3. Minutasi putusan perdata diselesaikan maksimal 14 (empat belas) hari
sebagaimana hasil kesepakatan pada Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI
tanggal 5 April 2021.

4. Minutasi yang dimaksud di atas adalah proses melengkapi berkas perkara sampai
dengan penjilidan pada Kepaniteraan Muda Perdata.

Demikian untuk diperhatikan dan dipedomani.




Lampiran Surat Pengawasan,
Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan
Pemberkasan Perkara

Nomor . 486/DJU/HM.02.3/4/2021

Tanggal 1 28 April 2021

PROSEDUR PENGAWASAN, PENGENDALIAN PENYELESAIAN MINUTASI

DAN PEMBERKASAN PERKARA

Il. PENGADILAN TINGGI

1.

Ketua / Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Tinggi adalah penanggung jawab
utama dalam memastikan ketepatan waktu penyelesaian minutasi, akurasi data,
pengendalian mutu dan ketepatan waktu 1 x 24 jam dalam pengisian data
minutasi pada pengadilan tinggi.

Ketua / Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Tinggi wajib memonitor
penyelesaian minutasi pada pengadilan tinggi dan pengadilan-pengadilan negeri
yang berada di wilayah hukumnya.

Panitera Pengadilan Tinggi agar meningkatkan pengawasan terhadap panitera
pengadilan negeri diwilayah hukumnya terkait mekanisme, ketepatan waktu dan
ketepatan data penyelesaian minutasi yang diinput dalam aplikasi SIPP dengan
mengacu pada pedoman pelaksanaan penginputan data ke SIPP serta SOP
kepaniteraan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
Panitera Muda Perdata memastikan minutasi yang dilakukan oleh Panitera
Pengganti sudah tepat dan memastikan pengisian tanggal minutasi 1 x 24 jam.
Panitera Muda Perdata adalah pelaksana monitoring dan evaluasi Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) perkara perdata pada pengadilan tinggi.
Panitera Muda Perdata menyerahkan berkas perkara Berkekuatan Hukum Tetap
(BHT) yang sudah diminutasi kepada Panitera Muda Hukum untuk dilakukan
pengarsipan.

Panitera Muda Hukum melaksanakan pengarsipan sesuai dengan SOP
pengarsipan yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

ll. PENGADILAN NEGERI

1.

Ketua / Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri adalah penanggung jawab
utama dalam memastikan ketepatan waktu penyelesaian minutasi, akurasi data,
pengendalian mutu dan ketepatan waktu 1 x 24 jam dalam pengisian data
minutasi pada pengadilan negeri.

Majelis Hakim bertanggung jawab atas ketepatan batas waktu minutasi perkara.



Ketua Pengadilan Negeri memastikan agar Panitera Pengadilan Negeri
meningkatkan pengawasan terkait mekanisme, ketepatan waktu dan ketepatan
data penyelesaian minutasi yang diisi dalam aplikasi SIPP.

Panitera Muda Perdata mengkoordinasikan pengisian data perkara secara
lengkap, benar dan tepat waktu ke dalam SIPP untuk setiap tahapannya, yaitu
tahap pendaftaran perkara, tahap pengisian data keuangan panjar biaya perkara,
tahap penetapan hakim dan panitera pengganti, tahap pengisian jadwal sidang
pertama, tahap pemanggilan, tahap penundaan sidang, tahap mediasi dan tahap
minutasi.

Panitera Muda Perdata memeriksa minutasi yang dilakukan oleh Panitera
Pengganti dan apabila sudah benar, mengisi tanggal minutasi ke dalam SIPP.
Panitera Muda Perdata adalah pelaksana monitoring dan evaluasi Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) perkara perdata pada pengadilan negeri.
Panitera Pengganti bertanggungjawab terhadap minutasi perkara dan
mengunggah/upload putusan ke dalam SIPP dengan pengawasan dari Hakim
Ketua/Hakim Anggota.

Panitera Muda Perdata menyerahkan berkas perkara Berkekuatan Hukum Tetap
(BHT) yang sudah diminutasi kepada Panitera Muda Hukum untuk dilakukan
pengarsipan.

Panitera Muda Hukum melaksanakan pengarsipan sesuai dengan SOP
pengarsipan yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
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1. Het Herziene Inlandsch Reglement( HIR ) [
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

5. Surat  Keputusan Ketua Mahkamah  Agung
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

7. Buku Il tentang Pedoman
dan Administrasi Peradilan

8. Keputusan Hasil Rapat Pimpinan Tanggal 05 April 2021
tentang Jawaban atas Memorandum Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum Nomor 104/DJU/HM.02.3/
3/2021 hal Minutasi Perkara Di Tingkat Pertama

Pelaksanaan Tugas

1. $1
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP Penyelesaian Perkara Perdata PT

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Printer

Jaringan Internet/LAN
Register Perkara Perdata

QB LN

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat
tidak akan berjalan dengan baik

1. Register Induk Perkara Perdata PT
2. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

 BENYET ESAJAN MINUTASI PERKARA
DILAN TINGGI




Pelaksana Mutu Baku Ket.
No| Aktivitas
Majelis Panmud Panitera Staf Pers
yaratan/
Hallt(!;'rnlll-la Perdata Pengganti Kasir Kegzl:'ljt:gan Perlangkapan Waktu Output
1] Melaporkan - ATK
putusan G - Buku jurnal 1
setelah - Buku induk Jam Tanggal Putus
pengucapan keuangan
perkara
2| Mengeluarkan v - ATK
biaya materai - Buku jumal 1
dan redaksi - Buku induk Jam Materai
(PNBP) keuangan
perkara
3| Pembuatan/ - Berkas Perkara Konsep
Pengetikan > < - Ekspedisi 1 pengetikan
putusan dan Tidak Hari | Putusandan
BA sidang BA sidang
4| Koreksi - Berkas Perkara
Putusan dan < lengkap
BA sidang - Konsep H:m' ::ttésidagndgan
Ya Putusan Berita
Acara
5] Mengisi Amar, ‘ - Berkas Perkara
pertimbangan lengkap Amar dan
hukum dan - Aplikasi SIPP 2 tanggal
tanggal Jam | putusan terisi
putusan ke dalam SIPP
dalam SIPP
6| Mengunggah - Berkas Perkara - E-doc Minutasi
E-doc putusan R lengkap putusan selesai
kedalam SIPP, v - Aplikasi SIPP sudah
Melakukan - Berkas perkara diunggah
Penjilidan dan lengkap 2 - Berkas
Menginput - ATK Jam perkara
tanggal - Aplikasi SIPP sudah dijilid
minutasi - Berkas
perkara
sudah
_ _ diminutasi
7| Penggandaan - Berkas Perkara - Berkas
putusan :< ) - Salinan putusan 1 Perkara
lengkap Hari | ° Salinan
putusan
lengkap
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SOP PENYELESAIAN MINUTAS| PERKARA
NAMA SOP ' PERDAT N%IT.AN NEGERI

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Het Herziene Inlandsch Reglement( HIR ) /| 1. S1
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg) 2. SMU Sederajat

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

5. Surat  Keputusan Ketua  Mahkamah  Agung
Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

6. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

7. Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan

8. Keputusan Hasil Rapat Pimpinan Tanggal 05 April 2021
tentang Jawaban atas Memorandum Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum Nomor 104/DJU/HM.02.3/
3/2021 hal Minutasi Perkara Di Tingkat Pertama

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Printer

Jaringan Internet/LAN
Register Perkara Perdata

1. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan

2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan/
Perlawanan/Bantahan Apabila Mediasi Berhasil

3. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan/
Perlawanan/Bantahan Apabila Mediasi Gagal

4. SOP Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Oleh
Hakim Tunggal

5. SOP Keberatan Gugatan Sederhana

6. SOP Penyelesaian Berkas Gugatan Kekayaan

Intelektual (KI)

SOP Penyelesaian Berkas Perkara Permohonan Pailit

SOP Penyelesaian Berkas Perkara Permohonan PKPU

SOP Penyelesaian Berkas Perkara Permohonan

Gugatan Lain-lain

ohwp -~

©o~N

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat | 1. Buku Register Induk Perkara Gugatan/perlawanan
tidak akan berjalan dengan baik 2. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)




Pelaksana
Mutu Baku Ket.
Aktivitas
Panitera
Staf Panmud Panmud
Majelis Pengganti Perdata/PHll | Perdata/PHl/ ;;’;g:'g:::‘ Waktu| Output
Hakim/Hakim Niaga Niaga
Penyelesaian
berkas R -Berkas Perkara H7 . |Berkas
perkara (:/ " M | perkara
Meneliti #lr -Berkas Perkara Berkas
lengkap 3 |Perkara
kel:(r;gkapan N s Hari |Lengkap
berkas Tidak
I'\J/Ienerima -Berkas Perkara
berkas dan Iengkap ) Berkas
Meneliti - Ekspedisi i Perkara
kelengkapan Lengkap
berkas Ya
pMeerI:lir:kan Berkas Perkara Berkas
jili lengkap Perkara
penijilidan 1  |iengrep
Hari | o dah
dijitid
i Minutasi
'“Iﬂ::ggglgfm D -Berkas Perkara 1 bemzs
i i lengkap sudah . |perkara
e dijid Hari | iordata di
-SIPP SIPP




